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Abstrak : Bahwa Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama 
dalam Putusan Nomor 69/Tipikor/2013/PN-JPR telah memenuhi unsur-unsur turut 
melakukan sehingga sangat tepat bahwa dalam perkara ini juga diterapkan Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dalam perkara ini telah tampak adanya hubungan 
kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga telah 
mengakibatkan kerugian keuangan negara. 
 
Kata Kunci : Delik Penyertaan, Tindak Pidana, Pemberantasan,   
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PENDAHULUAN 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah 
Negara Hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
hasil perubahan ke-3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara 
Hukum. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas 
hukum (rechtstaat), tidak atas kekuatan belaka (machtstaat). Ini berarti Indonesia 
adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya 
sama kedudukannya dimata hukum. Hukum menetapkan apa yang harus 
dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum 
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bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga 
pembuat hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara 
untuk bertindak menurut hukum. 
Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk 
penegakan hukum. Indonesia merupakan negara hukum oleh  karena itu dibuatlah 
peraturan yang mengatur tentang penerapan hukum pidana di Indonesia yang 
dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP 
dijelaskan mengenai apa saja jenis tindak pidana, siapa pelaku pidana dan 
hukuman terhadap suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang 
oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancama pidana 
pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. KUHP juga menjelaskan 
mengenai membantu (medeplichtigheid) dalam suatu tindak pidana. Mengenai 
membantu (medeplichtigheid) diatur didalam tiga pasal, yaitu Pasal 56,  57 dan 60 
KUHP2. Pasal 56  merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif, Pasal 
57 memuat tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, 
sedangkan Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu 
hanyalah pada pembantuan dalam hal pelanggaran. Membantu melakukan 
kejahatan yang diatur dalam pasal 56 KUHP menjelaskan membantu yang dapat 
dihukum, yaitu: 
1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan, 
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, iktiar atau keterangan 
untuk melakukan kejahatan itu. 
                                                   
2 Moeljatno, KUHP, Rineka Cipta, Jakarta 2005. hal. 26,27 
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Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diketahui  dahulu rumusan Pasal 
57 ayat (4) yang berbunyi “ untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya 
diperhatikan pembuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh 
pembantu itu serta akibatnya yang dimaksud rumusan dengan sengaja 
memudahkan adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan 
kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil 
atau immateriil. Pertanggungjawaban pembantuan tindak pidana ini diatur dalam 
Pasal 57 KUHP yang berbunyi: 
1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi 
sepertiga bagi si pembantu. 
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman 
penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima 
belas tahun. 
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, 
sama saja. 
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan 
yang dengan sengaja memudahkan atau memperlancar oleh bantuan itu serta 
akibatnya. 
Perkembangan pembangunan yang pesat dapat menimbulkan kemajuan 
dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan 
kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif. Terutama menyangkut 
masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. 
Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah 
masalah korupsi. Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara 
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tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi 
masyarakat. Permasalahan tindak pidana korupsi ini ada karena KUHP yang 
berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang 
berasal dari Wetboek van Strafrecht  voor Nederlandsch Indie yang mulai berlaku 
tahun 1918, yang berasal dari W v Sr yang dibentuk pada tahun 1881 oleh 
pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II 
Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku 
diseluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (rechts vacuum), 
dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU No.1 tahun 
1946 juncto UU No.73 Tahun 1958. KUHP tersebut sering mengalami 
ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga 
harus ditambal sulam untuk  mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya lahirlah 
UU yang merubah dan menambah KUHP. Walaupun demikian masih saja KUHP 
tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang 
mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula UU hukum pidana 
yang tersebar diluar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus seperti UU 
No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya  
disebut  UU  PTPK), sebagaimana telah diubah dengan  UU No.20 tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Untuk membentuk UU pidana khusus harus memenuhi kriteria- kriteria 
tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman, yang intinya penulis 
simpulkan sebagai berikut : bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri 
dalam UU pidana khusus disebabkan oleh karena : 
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1. Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak sistem kodifikasi 
tersebut, 
2. Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat dan 
3. Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, 
karena dalam hal tertentu dikehendaki  adanya penyimpangan sistem yang 
telah ada sebelumnya. 
Dari kriteria tersebut di atas dihubungkan dengan UU No.31 tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, diketahui bahwa ada 
hal-hal yang khusus dalam UU tersebut yang berbeda dengan KUHP, misalnya: 
masalah percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak 
pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku delik, 
dan masalah korporasi sebagai subjek  hukum pidana, dimana korporasi dapat 
melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi UU PTPK tidak 
dapat dimasukkan dalam KUHP karena hal-hal khusus yang diatur dalam UU 
PTPK  akan mengubah sistem KUHP.  
Dalam ilmu hukum dikenal suatu doktrin yang telah diterima luas yakni 
asas “Lex specialis derogat legi generali, yaitu asas yang pada pokoknya 
menegaskan aturan khusus mengenyampingkan aturan umum dimana jika asas 
tersebut dikaitkan dengan topik penulisan ini maka hukum pidana materil yang 
termuat dalam UU PTPK mengenyampingkan hukum pidana materil dalam KUHP. 
Pembantuan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 UU PTPK yang 
berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan (Pasal 53 ayat 1 KUHP), 
pembantuan (Pasal 56 KUHP) atau permufakatan jahat (Pasal 88 KUHP) untuk 
melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.  
Penjelasan mengenai Ketentuan dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 
UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan 
aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak 
pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.  
Kasus pembantuan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam penangkapan 
Widjongkongko Puspoyo yang berawal dari kasus yang menjerat kakaknya 
Widjanarko Puspoyo dalam kasus gratifikasi (penerimaan hadiah/fee) dalam 
pelaksanaan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam Southern Food 
Corporation (VSFC) dan pengadaan 109 unit alat pengering dan penggiling gabah 
yang merugikan negara Rp 294,5 miliar. Kasus gratifikasi sendiri memberikan 
keuntungan kepada Widjanarko Puspoyo sebesar 1,5 juta dolar AS. Dalam kasus   
ini   Widjongkongko   Puspoyo   berperan   sebagai   penerima  dan 
mendistribusikan      dana       gratifikasi       lewat       PT.       ABIL (Arden Bridge 
Investment Limited) miliknya yang didapat  rekanan  Bulog, Vietnam Southern 
Food Corporation (VSFC). Akibat perbuatannya membantu dalam tindak pidana 
gratifikasi Widjokongko Puspoyo terbukti secara sah dan meyakinkan membantu 
terhadap tindak pidana gratifikasi yang diatur dan diancam dalam Pasal 11 UU 
Nomor 20 tahun 2001  tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Palas 15 UU Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Setelah 
melihat kasus diatas Pasal 15 UU PTPK ini menegaskan, seseorang yang didakwa 
melakukan tindak pidana pembantuan terhadap Delik Korupsi baik dalam Pasal 2, 
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Pasal 3, maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK harus dituntut 
dengan Pasal 15 UU PTPK bukan dengan Pasal 56 KUHP seperti yang telah 
dikemukakan di atas. 
Di tengah upaya pembangunan, aspirasi masyarakat untuk memberantas 
korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam 
kenyataannya korupsi di Indonesia sekarang ini sudah   terjadi   secara   sistematik   
dan   meluas   sehingga   tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga 
melanggar hak-hak  sosial ekonomi masyarakat secara luas, pada gilirannya 
berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang antara lain, di bidang politik, 
sosial, dan ekonomi. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu melakukan penelitian 
dengan menganalisis Unsur-unsur turut melakukan dalam tindak pidana korupsi 
yang di lakukan secara bersama-sama ( Putusan Nomor : 69/Tipikor/2013/PN- 
JPR). 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Tindak Pidana 
Istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana adalah “Tindak Pidana” 
istilah tersebut merupakan terjemahan bahasa Belanda, yaitu Delict atau Strafbaar 
feit. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai 
istilah lain, baik di dalam buku ataupun di dalam aturan tertulis seperti: peristiwa 
pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum. 
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia tidak terdapat 
penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu 
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sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik 
adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana3.” 
Menurut Pompe bahwa Perkataan strafbaar feit itu secara teoriti dapat 
dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun 
tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum4 
Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa 
perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
5
  
Utrecht menerjemahkan strafbaar feit dengan istilah peristiwa  pidana yang 
sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen 
positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan 
suatu peristiwa hukum (rechsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa 
akibat yang diatur oleh hukum6. 
 
Unsur-Unsur Tindak Pidana 
                                                   
3 Evi hartanti, Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Semarang 2005. Sinar 
grafika. Hal. 5 
4 Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1997. 
Hal. 182  
5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum  Pidana, PT Grafindo, Jakarta 2005.Hal.71) 
6 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Semarang 2005. Hal.6 
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Pada umumnya, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana itu dapat dijabarkan menjadi dua unsur, yakni unsur 
subjektif dan unsur objektif (Lamintang, 1997: 193). Yang dimaksud dengan 
unsure – unsure subjektif adalah unsur-unsur  yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
unsur objektif adalah unsur – unsur yang adda hubungannya dengan keadaan, 
yaitu didalam keadaan – keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan7. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Kesengajaan (dolus), misalnya yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP 
mengenai melanggar kesusilaan, Pasal 333 KUHP mengenai merampas 
kemerdekaan, dan lain-lain. 
2. Kealpaan (culpa), misalnya seperti dalam Pasal 359 KUHP mengenai 
menyebabkan kematian. 
3. Niat atau maksud (voornemen) yang terdapat dalam percobaan (poging). 
 
4. Mempunyai macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
5. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP. 
6. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
                                                   
7 Evi Hartanti, Pengertian Tindak Pidana, Sinar Grafika 2005. Hal. 7 
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Sedangkan  unsur-unsur  objektif  dari  sesuatu  tindak  pidana itu adalah: 
1. Bersifat melanggar hukum atau wederechtelikheid 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” 
didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP 
3. Adanya kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Menurut doktrin, unsur-unsur delik atau tindak pidana terdiri atas unsur 
subjektif dan objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut  dapat  diutarakan sebagai 
berikut: 
1. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan, “tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan” (an act does 
not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi 
mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Pada umumnya 
para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, 
yakni: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzetals zekerheidsbewutszjin) 
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis) 
2. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan  unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
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a. Perbuatan manusia berupa: 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia; 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormtan, 
dan sebagainya. 
c. Keadaan-keadaan (circumstances); 
Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan  
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, 
yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa-bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh 
pengadilan8. 
                                                   
8 Leden Marpaung, asas, teori dan praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 
Jakarta 2005. Hal. 21 
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Menurut Adami Chazawi, dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana 
Bagian I”, juga mencantumkan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam 
undang-undang (KUHP). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu 
dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
1. Unsur tingkah laku 
2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan 
4. Unsur akibat konstitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
9. Unsur objek hukum tindak pidana 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
 
Terjadi perbedaan pendapat jika membahas unsur-unsur dari suatu 
tindak pidana atau delik. Perbedaan ini pada dasarnya dilatarbelakangi dari 
adanya pandangan atau aliran ilmu hukum pidana yang dianut oleh para  
ahli, yakni aliran monisme (monistis) dan aliran dualisme (dualistis). 
Aliran monisme sebagai aliran klasik membagi unsur-unsur delik 
sebagai berikut: 
a. Mencocoki rumusan delik 
b. Adanya sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar 
c. Ada kesalahan yang terdiri dari dolus atau culpa dan tidak ada alasan 
pemaaf. 
d. Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. 
Pandangan aliran monisme tentang tindak pidana tersebut adalah 
menyatukan dan tidak memisahkan unsur-unsur delik tentang unsur objektif 
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dan unsur subjektif. 
Menurut aliran ini berpendapat bahwa jika ada delik, maka disitu ada 
orang yang harus dipidana, ini berarti semua unsur delik sama dengan 
syarat-syarat orang dijatuhi pidana. 
Namun aliran ini mempertegas bahwa apabila salah satu unsur delik 
tidak ada, maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau tidak ada delik 
yang terjadi, dengan kata lain jika ada delik, maka disitu ada strafbaar 
person, tanpa itu tidak ada delik atau tindak pidana. Aliran monism ini 
dipelopori oleh Simons, van Hamel. 
Sedangkan aliran dualisme atau disebut juga aliran modern, unsur- 
unsur delik adalah dipisahkan antara unsur pembuat dan unsur perbuatan9, 
yang masing-masing mempunyai unsur tersendiri yaitu: 
a. Unsur Perbuatan 
- Mencocoki rumusan delik 
- Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) 
b. Unsur Pembuat 
- Adanya kesalahan (terdiri dari dolus dan culpa) 
- Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf) 
 
Aliran dualisme memisahkan unsur delik dimaksudkan untuk 
mensistimatisir tentang syarat-syarat pemidanaan agar mudah diketahui 
unsur-unsur delik yang manakah yang terpenuhi dan tidak terpenuhi, kedua 
                                                   
9 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta 2002. Hal 67 
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unsur delik tersebut sama pentingnya. 
 
Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Secara umum, jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar- 
dasar tertentu, yakni: 
1) Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP 
Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibedakan antara 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat 
dalam Buku III10. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa kurungan dan denda, 
sedangkan   kejahatanlebih   di   dominasi   dengan   ancaman pidana 
penjara11. 
Selain itu, dasar pembagian tindak pidana menjadi kejahatan 
dan pelanggaran adalah didasarkan menurut memori penjelasan 
(Memorie van Toelichting disingkat M.v.T) pembagian atas dua jenis 
tindak pidana tersebutdidasarkan kepada perbedaan asasi (prinsip), 
dikatakan bahwa kejahatan adalah “delik hukum” (rechtsdelicten), 
sedangkan pelanggaran adalah “delik undang-undang” (wetsdelicten). 
 
                                                   
10 Evi Hartanti, Jenis – Jenis Hukum Pidana, Sinar Grafika, Semarang 
2005. Hal.8  
11 Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), 
hal. 54 
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Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi, dalam kenyataan sering dikabarkan dengan 
makna dan rumusan delik tentang tindak pidana atau delik lain dan atau 
perbuatan lain yang secara yuridis bukan merupakan tindak pidana. Tindak 
pidana lain atau perbuatan lain yang dimaksud adalah seperti hadiah, 
hibah, ucapan terima kasih, uang pelican, dan lain-lain. Pada  umumnya  
pemberian, dan penerimaan uang tersebut sangat beragam caranya, ada 
yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, diam-diam, sampai dengan 
menggunakan metode dan modus secara legal structural melalui prosedur 
resmi, pengadaan barang, promosi pegawai, dan sebagainya. 
Saat ini, peraturan perundang-undangar tentang korupsi  yang 
berlaku adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Menurut   Syed   Hussein   Alatas12 korupsi   ini   dalam  prakteknya 
meliputi ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang 
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan 
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik 
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung dibalik 
pembenaran hukum 
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan 
yang tegas dan mereka mempengaruhi keputusan. 
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan public 
atau masyarakat umum. 
                                                   
12 Syed Hussein Alatas, Martiman Prodjohamidjojo, 2009, penyidikan dan 
penyelidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta 
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7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan. 
 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan 
bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,........”,  
Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur 
Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : 
1. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum 
Unsur secara “ melawan hukum “ disini dalam Penjelasan Pasal 
2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti 
formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam 
perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap 
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma 
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat 
dipidana. 
2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu 
korporasi. 
Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah 
dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah 
kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi  
berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada 
orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau 
bertambah harta kekayaannya. 
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3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara 
Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara  dalam 
bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan  
yang   dimaksud   dengan   perekonomian   negara   adalah   kehidupan 
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang 
berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat 
maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan 
manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan 
masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999). 
Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” 
sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau  perekonomian negara” 
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu 
adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur 
perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 31 
Tahun1999 tersebut, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat 
tergolong sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut : 
a. Unsur secara melawan hukum; 
b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau 
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suatu korporasi; 
c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum 
pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang  berbeda 
dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum 
acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana 
korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan 
seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap 
keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin 
penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan 
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan 
membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya. 
 
Penyertaan dalam Tindak Pidana (Deelneming) 
Istilah penyertaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda 
dengan sebutan deelneming dalam Wetbook van strafrecht. Istilah 
penyertaan dalam arti secara umum, yaitu turut sertanya seseorang atau  
lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu delik. Penyertaan diatur di 
dalam Pasal 55 dan 56 KUHP13. Wujud penyertaan yang disebutkan dalam 
Pasal 55 adalah menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen), yang  
                                                   
13 Andi Hamzah, KUHP Pasal 55 dan 56 tentang pengertian penyertaan, 
Sinar Grafika, Jakarta 2009. 
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terjadi apabila orang lain menyuruh pelaku seperti menyuruh atau 
membantu melakukan delik pencurian, tetapi karena beberapa hal pelaku 
tersebut tidak dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan dalam Pasal 
56 dijelaskan bahwa mereka yang membantu orang lain melakukan 
perbuatan pidana, baik ketika dilakukan perbuatan tersebut, maupun 
member kesempatan, sarana, keterangan melakukan perbuatan 
(pembantu). 
Penyertaan mempersoalkan mengenai ada tidaknya hubungan dari 
tiap-tiap pelaku dalam suatu pelaksanaan tindak pidana atau delik, 
sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap pelaku agar tindak pidana itu 
dapat dilaksanakan atau diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas 
peranan atau bantuan tersebut. 
Satochid Kartanegara14 mengatakan, Deelneming pada suatu delik 
terdapat apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari 
seorang. Selanjutnya menurut S.R Sianturi mengatakan, Deelneming ialah 
ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan 
lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk 
mewujudkan suatu tindak pidana. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengadakan 
perbedaan antara penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang 
tidak berdiri sendiri, tetapi hanya membagi ke dalam: 
1. Pembuat (Dader), yang diatur dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: 
                                                   
14 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu dan Dua, Balai 
Lektur Mahasiswa, Jakarta 2012 
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(1) Di pidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan; 
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, 
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain 
supaya melakukan perbuatan. 
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurka 
sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
Berdasarkan Pasal diatas, maka pembuat (dader) terdiri atas: 
 
a. Pelaku/ mereka yang melakukan tindak pidana (pleger) 
Menurut Barda Nawawi15, Pelaku (pleger) ialah orang yang 
melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. 
b. Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (Doenpleger) 
 
Doenpleger adalah terwujudnya menyuruh melakukan apabila 
seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tndak 
pidana, tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau 
melakukannya sendiri, sehingga mempergunakan orang lain yang 
disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. 
c. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (Medepleger) 
Menurut MvT, bahwa orang yang turut serta melakukan (medepleger) 
ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat  atau turut 
mengerjakan terjadinya sesuatu. 
d. Penganjur/pembujuk (Uitlokker) 
Dalam bentuk penyertaan ini, disyaratkan harus terdapat dua orang 
                                                   
15 Barda Nawawi (Amir Ilyas dkk, Bunga Rampai Korupsi, Bandung 2012) 
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atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai: 
Pembujuk/ orang yang mengajurkan 
Terbujuk/ orang yang dianjurkan 
 
2. Membantu melakukan (medeplichtige), yang diatur dalam Pasal 56 
KUHP, yang berbunyi: 
“Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
1. Mereka yang sengaja member bantuan pada wakt kejahatan 
dilakukan 
2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan 
untuk melakukan kejahatan.” 
Berdasarkan Pasal di atas, maka ada 2 (dua) kemungkinan 
terjadinya pembantuan (medeplichtige) yang dapat disebut sebagai 
pembuat (orang yang melakukan kejahatan), yaitu: 
1. Membantu atau melakukan pembantuan pada saat dilakukannya 
kejahatan 
2. Membantu atau melakukan pembantuan sebelum kejahatan itu 
dilakukan. 
 
Unsur-unsur Turut Melakukan dalam Tindak Pidana Korupsi yang 
Dilakukan Secara Bersama-sama ( Putusan Nomor: 69 / TIPIKOR / 2013 
/ PN-JPR). 
 
Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 
tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya yang tercantum dalam Pasal 
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2, yaitu: 
1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 
2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati 
dapat dijatuhkan.” 
 
Dalam tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dimana dalam ilmu hukum pidana disebut dengan penyertaan atau 
deelneming. Penyertaan ini diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 55 ayat (1) Ke-
1 yang berbunyi “Di pidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 
perbuatan” 
Sebelum penulis menguraikan unsur-unsur turut serta dalam tindak 
pidana korupsi dalam perkara ini, terlebih dahulu penulis memaparkan 
posisi kasusnya. 
 
Posisi Kasus 
Nico Rumbino, SE ( Kepala Dinas Bidang Anggaran dan 
Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya ) selaku Terdakwa  
I dan Danie Rante, S.Sos ( Selaku Kepala Bidang Anggaran ) selaku 
Terdakwa 2 bertempat di Tiom Kabupaten Lanny Jaya atau disuatu tempat 
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, 
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baik sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 
Negara atau perekonomian Negara dengan kronologis kejadiannya sebagai 
berikut: 
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana  disebutkan  diatas,  
terdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya yang 
mengetahui bahwa belum adanya perjanjian atau MOU antara Ketua KPUD 
Kabupaten Lanny Jaya dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, namun 
Terdakwa memerintahkan Kabid Anggaran dan Pembendaharaan untuk 
Pemilukada sesuai Disposisi dari Terdakwa kepada Kabid Anggaran dan 
Perbendaharaan ”Yth. Kabid Anggaran untuk pentahapan Pemilukada 
Kabupaten Lanny Jaya agar diproses dana sebesar Rp. 1.314.852.000.00 
( satu milliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu 
rupiah ) hari Tiom 30 Agustus 2010”. Dan seterusnya Kabid Anggaran dan  
Perbendaharaan memproses pencairan Dan Hibah APBD Kabupaten 
Lanny Jaya Tahun 2010 kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya sebesar 
11.400.000.000.00 (sebelas milliar empat ratus juta rupiah) sebanyak 5 
(lima) kali untuk Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2010. 
 
Dakwaan Penuntut Umum 
Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan, Terdakwa I Jusmin 
Dawi dan Terdakwa II Syarifuddin Ashari didakwakan dengan Dakwaan 
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Berlapis/Subsidaritas yang dibacakan dalam persidangan dihadapan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya 
mengatakan sebagai berikut: 
 Primair: 
Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo 18  Undang- undang No. 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi 
sebagaimana yang telah diubah dengan  Undang-undang No.  20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 
KUHP ; atau 
 Subsidair 
Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 
2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 
1 KUHP 
Oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam 
bentuk Surat Dakwaan Berlapis/Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih 
dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan 
Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan 
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mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, kemudian Lebih Subsidair, dan 
Lebih-lebih Subsidair. 
Dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa 
unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dan semua unsur-unsurnya telah 
terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi 
Dakwaan Subsidair maupun Lebih Subsidair. 
 
Unsur-Unsur Turut Melakukan dalam Putusan No.69/ Tipikor/ 
2013/PN-JPR 
 
Dalam perkara putusan No. 69/Tipikor/2013/PN-JPR yang 
memutuskan bahwa Terdakwa I Jusmin Dawi dan Terdakwa II Syarifuddin 
Ashari. S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo 18 Undang-undang No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana 
yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001  Tentang 
Perubahan  Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. 
Dengan dijuntokannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam 
Dakwaan Penuntut Umum menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yakni Terdakwa I dan Terdakwa II. 
Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku secara alternatif dapat berupa: 
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1) Orang yang melakukan. Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan 
seluruh unsur delik. 
2) Orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini pelakunya 
paing sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan 
pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan 
bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 
3) Orang yang turut melakukan. Turut melakukan diartikan melakukan 
bersama-sama. Dalam melakukan tindak pidana pelakunya paling sedikit 
harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan 
dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan 
pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan unsur-unsur tindak pidana16. 
Selain dari ketiga alternatif di atas, dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2, juga 
mengatur bahwa pembuat atau pelaku (dader) dapat berupa pembujukan 
(uitlokker) yakni bentuk penyertaan dimana ada dua orang aau lebih yang 
masing-masing berkedudukan sebagai Pembujuk (orang yang  
menganjurkan) dan Terbujuk (orang yang dianjurkan). 
Dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-2, terdapat bentuk daya upaya 
yang ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang yaitu: 
1. Memberi atau menjanjikan sesuatu 
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat 
3. Dengan kekerasan 
                                                   
16 Wawancara dengan Hakim Tipikor PN Jayaputa Elisa BenonyTitahena, 
SH., MH. Tanggal 4 juni 2014 
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4. Memakai ancaman atau tipu daya 
5. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan. 
 
Petimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama. 
 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
perkara nomor 69/Tipikor/2013/PN-JPR didasarkan pada beberapa 
pertimbangan yuridis yang dimana Hakim terlebih dahulu menguraikan 
unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang  telah  
diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak 
pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang didakwakan oleh 
penuntut umum. 
Dalam perkara yang penulis angkat ini, para Terdakwa di dakwakan 
dengan dakwaan berlapis/subsidaritas, maka terlebih dahulu Hakim 
mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 
ayat (1) Jo 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
tindak pidana Korupsi sebagaimana yang telah  diubah dengan  Undang-
undang  No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 
ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Unsur secara melawan hukum 
Unsur secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan 
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dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut 
tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila 
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa 
keadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana17. 
Sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang 
didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-
Terdakwa dan surat- surat bukti yang ada baik yang dilampirkan dalam 
BAP maupun dalam pembelaan / Pledoi Terdakwa ditemukan fakta 
hukum sebagai berikut : 
- Bahwa Terdakwa I adalah sebagai Kepala Dinas PPKD Kabupaten  
Lanny Jaya bertempat di Tiom Kabupaten Lanny Jaya 
- Bahwa Terdakwa 2 adalah sebagai Kepala Bidang Anggaran 
Perbendaharaan Dinas Kabupaten Lanny Jaya 
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menimbulkan kerugian 
bagi keuangan Negara atau keuangan daerah sesuai hasil audit BPK 
Perwakilan Provinsi Papua sebesar Rp. 3.216.250.000,00 (tiga milliard 
dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang 
dinikmati oleh terdakwa atau setidak-tidaknya atau orang lain atau suatu 
korporasi. 
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 
Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI 
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 18 Undang-Undang RI 
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi. 
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Antonela yaitu pencairan dana 
tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Dinas PPKD 
Kabupaten Lanny Jaya dari tahap ke-I sampai dengan tahap ke-IV 
- Bahwa sesuai juga bukti-bukti surat berupa Disposisi yang dibuat oleh 
Kepala Dinas PPKD yang ditujukan kepada Ketua KPU ( Aibenus 
Wenda S.Sos tanggal 22 agustus 2010. 
 
                                                   
17 Wawancara dengan Hakim Tipikor Nasrulloh,SH. Tanggal 23 juni 2014 
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Berdasarkan pada fakta hukum tersebut yang ditemukan di 
persidangan terbukti bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah secara 
bersama-sama dan melawan hukum telah membuat laporan keuangan 
yang data-datanya di rekayasa. 
Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas 
maka menurut Majelis unsur melakukan perbuatan melawan hukum 
telah terbukti. 
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 
Unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi berarti 
adanya suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku 
/  Terdakwa dengan menerima atau mengambil uang dalam jumlah 
tertentu dimana uang tersebut  adalah milik Negara dan dengan 
diterimanya uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan / dipakai 
untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, dan 
dengan diterimanya dan dipakai uang Negara tersebut telah menambah 
kekayaannya. 
3. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian 
Negara Keuangan  Negara  berarti  seluruh  kekayaan  negara  dalam  
bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk 
didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan 
kewajiban yang timbul karena : 
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan pertanggungjawaban 
pejabat lembaga Negara ditingkat pusat maupun daerah. 
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b. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha 
Negara / badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan 
perusahaan yang menyertakan modal Negara dan perusahaan 
yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian 
dengan Negara 
Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun 
sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha 
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah 
ditingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan pemberian manfaat, 
kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. 
Dengan memperhatikan kata “dapat merugikan keuangan Negara” 
berarti akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara secara nyata dan benar 
telah mengalami kerugian, dimana kerugian tersebut berupa kerugian uang 
atau barang yang nyata jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa. 
Dengan di Juntonya pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tidak lain 
dimaksudkan adalah untuk menghukum para Terdakwa untuk membayar 
uang pengganti pada Negara sebesar keuntungan yang diperoleh 
Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi. 
Dengan melihat dan mempertimbangkan unsur memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi dan pada pertimbangan 
kerugian Negara tersebut diatas, Majelis telah mengambil kesimpulan 
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bahwa Terdakwa telah berhasil menambah kekayaannya sebebsar Rp 
3.216.250.000,00,- ( tiga milliard dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yang 
juga merupakan kerugian Negara maka menurut hukum pada Terdakwa- 
Terdakwa haruslah dihukum untuk mengembalikan pada Negara berupa 
pembayaran uang pengganti Rp 3.216.250.000,00,- ( tiga milliard  dua ratus 
lima  puluh ribu rupiah ) 
Selain itu, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga di 
juntokan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak lain dimaksudkan bahwa 
perbuatan tindak pidana telah dilakukan oleh lebih dari satu orang. 
Dalam perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi juga 
dikenal adanya hukuman denda, maka menurut hukum pada Terdakwa- 
Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda pada Negara yang 
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. 
Dalam pembuktian di persidangan, semua unsur-unsur dalam 
dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis tidak akan 
mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair maupun lebih subsidair. Selain 
itu, sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya 
alasan pembenar Oleh karena itu, menurut hukum kepada Terdakwa- 
Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 
Selama perkara ini berlangsung,Terdakwa-Terdakwa pernah 
ditahan dalam tahanan sementara, maka menurut hukum tahanan  
sementara yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, sebelum Majelis menjatuhkan 
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putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan. 
Hal-hal yang memberatkan : 
1. Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tidak mendukung program pemerintah 
tentang gerakan pemberantasan korupsi ; 
Hal-hal yang meringankan : 
1. Selama Terdakwa-Terdakwa mengikuti persidangan selalu berlaku 
sopan 
2. Telah ada sebahagian uang Negara yang dikembalikan / dibayarkan  
oleh Terdakwa-Terdakwa 
3. Terdakwa berterus terang mengaku bersalah, dan menyesalai 
perbuatannya. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Bahwa Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-
sama dalam Putusan Nomor 69/Tipikor/2013/PN-JPR telah memenuhi 
unsur-unsur turut melakukan sehingga sangat tepat bahwa dalam perkara 
ini juga diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dalam perkara ini 
telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa 
I dan Terdakwa II sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan 
negara. 
 
 
 
Delik Penyertaan Dalam Tindak Pidana….. Ahmad Rifai Rahawarin 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2014 249 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum  Pidana, PT Grafindo, Jakarta 2005. 
Andi Hamzah, KUHP Pasal 55 dan 56 tentang pengertian penyertaan, Sinar 
Grafika, Jakarta 2009. 
Barda Nawawi (Amir Ilyas dkk, Bunga Rampai Korupsi, Bandung 2012) 
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Semarang 2005.  
__________,Jenis – Jenis Hukum Pidana, Sinar Grafika, Semarang 2005.  
__________,Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Sinar grafika. 
Semarang 2005.  
__________,Pengertian Tindak Pidana, Semarang, Sinar Grafika 2005.  
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 
Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 
1997. 
Leden Marpaung, asas, teori dan praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 
Jakarta 2005.  
Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008  
Moeljatno, KUHP, Rineka Cipta, Jakarta 2005.  
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu dan Dua, Balai Lektur 
Mahasiswa, Jakarta 2012 
Syed Hussein Alatas, Martiman Prodjohamidjojo, 2009, penyidikan dan 
penyelidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
